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ABSTRAK
Perjanjian  merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu

mempunyai hak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak
lain untuk menunaikan prestasi. Terkadang dalam suatu perjanjian salah satu
pihak tidak dapat memenuhi prestasinya dikarenakan wanprestasi. Wanprestasi di
dalam perjanjian terbagi menjadi dua, wanprestasi yang dilakukan secara sengaja
maka sudah jelas pihak tersebut harus mengganti rugi kesalahan yang diperbuat,
ketika wanprestasi atau tidak dilaksanakannya suatu perjanjian dikarenakan
ketidakmampuan atau tidak dapat diduga sebelumnya, maka dalam hal ini
diistilahkan dengan force majeure. Force majeure berdasarkan peraturan
KUHPerdata, diberikan keringanan untuk tidak menanggung biaya kerugian
kepada debitur. Tetapi, praktek di lembaga keuangan syariah khususnya klausul
force majeure dalam kontrak pembiayaan berbeda dengan peraturan KUHPerdata.
Dalam kontrak pembiayaan, debitur (nasabah) yang dalam keadaan force majeure
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Sehingga, di antara kedua
penyelesaian tersebut, secara tidak langsung memberikan perbedaaan yang sangat
signifikan terkait permasalahan force majeure baik dari segi teori maupun praktek
yang terjadi dalam kontrak pembiayaan bank syariah. Dari permasalahan tersebut,
melatarbelakangi penulis di dalam menelaah masalah force majeure dalam
kontrak pembiayaan bank syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan konsep (conceptual approach), yang
bersifat normatif deskriptif dimaksudkan untuk menyelidiki/menggambarkan
suatu peristiwa hukum yang ditelaah dari berbagai aturan hukum berkaitan dengan
force majeure, seperti: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan
lain-lain. Serta, konsep-konsep terkait force majeure baik dalam hukum perdata
posistif maupun hukum perjanjian syariah. Sehinga,  dari metode tersebut dapat
diperoleh data yang akurat dan sesuai objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, force majeure dalam kontrak
pembiayaan bank syariah lebih diarahkan pada aturan KUHPerdata dan Peraturan
Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres
No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga,
konsep force majeure terkait dengan makna, kewajiban pembuktian, penyelesaian
sengketa serta upaya penanganan force majeure dalam kontrak pembiayaan bank
syariah menjadi beragam, dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan nasabah
atas penerapan prinsip syariah. Untuk itu, aturan spesifik mengenai force majeure
sangat dibutuhkan oleh para pihak di dalam menyusun kontrak/akad, agar
memeliki kepastian hukum yang jelas. Adapun, perbedaan mendasar antara force
majeure dalam hukum perdata positif dan hukum perjanjian syariah terlihat pada
lingkup pembahasanya, force majeure dalam hukum perdata positif
mengkhususkan penjelasannya pada kontrak/perajanjian, sedangkan hukum
perjanjian syariah melihatnya pada semua aspek kehidupan manusia yang
membahayakan jiwa, akal, kehormatan/keturunan dan harta (bersifat umum).

Kata Kunci: “Force Majeure, Kontrak Pembiayaan, dan Bank Syariah”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan

0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

ب ba’ b be

ت ta’ t te

ٽ ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas)

ج jim j je

ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)

خ kha kh ka dan ha

د dal d de

ذ żal ż zet (dengan titik di atas)

ر ra’ r er

ز zai z zet

س sin s es

ش syin sy es dan ye

ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)

ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)

ط ṭa’ ṭ te (dengan titik dibawah)

ظ ẓa’ ẓ zet (dengan titik dibawah)

ع ‘ain ‘ koma terbalik di atas

غ gain g ge

ف fa’ f ef

ق qaf q qi

ك kaf k ka
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ل lam l el

م mim m em

ن nun n en

و wawu w we

ه ha’ h ha

ء hamzah ‘ apostrof

ي ya’ y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan

dammah ditulis t.

متعقدين ditulis muta’aqqidin

عدة ditulis ‘iddah

هبة ditulis hibbah

جزية ditulis jizyah

الأولياءةكرام ditulis karāmah al-auliyā’

زكاة الفطر ditulis zakātul fiṭri
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D. Vokal Pendek

ـِ kasrah ditulis i

ـَ fathah ditulis a

ـُ dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

fathah + ya’ mati ditulis ā

يسعى ditulis yas’ā

kasrah + ya’ mati ditulis ī

كريم ditulis karīm

dammah + wawu mati ditulis ū

فروض ditulis furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

fathah + wawu mati ditulis au

قول ditulis qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof

أأنتم ditulis a'antum

أعدت ditulis u'idat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum



xii

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرأن ditulis al-Qur’ān

القياس ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis as-Samā’

الشمس ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض ditulis ẓawī al-furūḍ

اهل السنة ditulis ahl as-sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini umat Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan

ekonomi kontemporer, akibat dari perkembangan peradaban manusia dan

kemajuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Khususnya dalam

kehidupan kontemporer sekarang, hukum Islam terutama dalam bidang

keperdataan (muamalah) semakin mempunyai arti penting, terutama dengan

lahirnya ide-ide baru, seperti berdirinnya institusi-institusi ekonomi syariah

yang sangat erat kaitannya dengan muamalah. Perkembangan institusi

tersebut secara tidak langsung mendorong pengembangan bidang fiqh

muamalah sebagai landasan yang memberikan acuan terhadap lembaga

tersebut dari sudut syar’i.1

Salah satu perkembangan yang cukup pesat dalam dunia modern ini

yaitu terlihat pada aspek perjanjian, di mana perjanjian atau overeenkomst

mengandung makna suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua

orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk

memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk

menunaikan prestasi.2 Suatu perjanjian tentunya tidak terlepas dari kedua

belah pihak yang mengadakan hubungan terhadap suatu prestasi, sebab jika

1Kuat Ismanto, Asuransi Syari’ah; Tinjauan Asas-asas Hukum Islam, cet. ke-1,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1-2

2M Yahya Harahap, Segi-segi  Hukum  Perjanjian, cet. ke-2, (Bandung: Alumni, 1986),
hlm. 6.
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salah satu pihak/objek dari suatu perjanjian tersebut itu tidak ada, maka tidak

mungkin perjanjian tersebut akan lahir dengan sendirinya. Oleh sebab itu,

para pihak yang ingin mengadakan prestasi sangat mendukung bagi lahirnya

suatu perjanjian, tentunya para pihak dan objek di dalam suatu perjanjian

tidak terlepas dari syarat sahnya perjanjian yang dibuat.

Pelaksanaan suatu prestasi kemungkinan timbul terjadinya

wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan

demikian berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi timbul akibat

wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian

atau pemenuhan.3 Luas kemungkinan terjadi wanprestasi yang dialami oleh

salah satu pihak dalam perjanjian sehingga pihak tersebut tidak dapat

memenuhi prestasinya yang disebabkan suatu keadaan yang tidak dapat

diduga sebelumnya (force majeure).

Force majeuure dalam KUH Perdata, diatur dalam Pasal 1244 dan

1245 dalam bagian ganti rugi, karena force majeure merupakan alasan untuk

dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Pasal 1244 KUH Perdata mengatur: ”Jika ada alasan untuk itu si berutang
harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan,
bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat
dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga,
pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika
itikad buruk tidak ada pada pihaknya”.

Sementara itu, Pasal 1245 KUH Perdata menentukan: ”Tidaklah biaya, rugi,
dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena
suatu  keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan

3Sri Soedewi Masjchum Sofwan, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan,
(Yogyakarta: Liberti, 1982), hlm. 82
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atau berbuat  sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah
melakukan perbuatan yang terlarang”.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, pada dasarnya ada tiga hal yang

menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan

bunga, yaitu:

1. adanya suatu hal yang tidak terduga sebelumnya;

2. terjadinya secara kebetulan;

3. keadaan memaksa, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. force majeure yang bersifat mutlak (absolut), yakni para pihak tidak

mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya;

b. force majeure yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para

pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan

kewajibannya.4

Force majeure mengakibatkan adanya keringanan untuk debitur, yaitu

dengan tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada

kreditur. Hal tersebut diatur oleh undang-undang bahwa force majeure

disebabkan oleh peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan debitur, tetapi sejak

semula debitur telah memiliki itikad baik untuk melaksanakan prestasinya.

Dengan demikian, tidak ada unsur kesengajaan sedikitpun.5 Namun, pada

praktiknya khususnya di lembaga keuangan syariah seringkali bank, justru

menyelesaikan persoalan force majeure melalui keputusan kedua belah pihak.

Hal tersebut, didasarkan pada kontrak antara bank syariah dengan nasabah

4Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam,
cet. ke-10, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 107

5Ibid.
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mengenai akad Ijārah Muntahiyyah Bittamlik (perjanjian sewa guna usaha),

Nomor: 024/IMB/IV/10 Pasal 17 tentang force majeure, yang berbunyi:

1. Force majeure yaitu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang
disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan,
epidemik, sabotase, peperangan, pemogokan, kebijakan Pemerintah atau
sebab lain di luar kekuasaan Musta’jir dan Mu’ajjir;

2. Dalam hal terjadi force majeure, maka pihak yang terkena akibat force
majeure tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan
melampirkan bukti Kepolisian/Instansi yang berwenang kepada pihak
lainnya mengenai peristiwa force majeure tersebut dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
force majeure ditetapkan. Keterlambatan atau kelalaian para pihak untuk
memberitahukan adanya force majeure tersebut mengakibatkan tidak
diakuinya peristiwa tersebut sebagai force majeure oleh pihak lainnya;

3. Segala dan tiap-tiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya force
majeure akan diselesaikan oleh Musta’jir dan Mu’ajjir secara
musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut tanpa mengurangi hak-hak
Mua’jjir sebagaimana diatur dalam Akad Ijārah Muntahiyyah Bittamlik
ini.

Klausul di atas, secara tidak langsung menjadi sangat penting

dijadikan dasar oleh kedua belah pihak yang berakad di dalam menentukan

kepada siapa penggantian biaya dan kerugian itu dilimpahkan. Jika, salah satu

pihak dalam keadaan force majeure. Hal tersebut dapat diilutrasikan sesuai

akad ijārah muntahiyyah bittamlik. Di mana pada saat masa sewa Ma’jur

sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) bulan dan Musta’jir ingin membayar

sewa pada bulan selanjutnya, tiba-tiba Ma’jur yang menjadi barang modal

perjanjian antara Musta’jir dan Mu’ajjir hanyut oleh banjir bandang yang

mengakibatkan ma’jur tidak layak lagi digunakan (hancur). Dalam hal ini,

siapakah yang akan menanggung risiko terjadinya force majeure. Sebab,

tanpa adanya kepastian mengenai pihak yang berhak menanggung biaya dan
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kerugian akan sangat memungkinkan terjadinya perselisihan di antara kedua

belah pihak yang berakad.

Pada dasarnya debitur yang dalam keadaan force majeure berdasarkan

peraturan KUHPerdata, diberikan keringanan untuk tidak menanggung biaya

kerugian kepada debitur. Tetapi, praktik di lembaga keuangan syariah

khususnya klausul force majeure dalam kontrak pembiayaan berbeda dengan

peraturan KUHPerdata. Dalam kontrak pembiayaan, debitur (nasabah) yang

dalam keadaan force majeure diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Sehingga, di antara kedua penyelesaian tersebut, secara tidak langsung

memberikan perbedaaan yang sangat signifikan terkait permasalahan force

majeure baik dari segi teori maupun praktik yang terjadi dalam kontrak

pembiayaan bank syariah.

Berangkat dari permasalahan tersebut, melatarbelakangi penulis di

dalam menelaah masalah force majeure, yang objek kajiannya di khususkan

pada konsep force majeure dalam kontrak pembiayaan yang disusun oleh

para pihak yang mengadakan perjanjian/akad di perbankan syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep force majeure dalam kontrak pembiayaan bank

syariah?

2. Apakah perbedaaan antara konsep force majeure dalam hukum perdata

positif dan hukum perjanjian syariah?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Menggambarkan secara jelas mengenai konsep force majeure dalam

kontrak pembiayaan bank syariah, yang nantinya dapat memberikan

argumentasi hukum sebagai dasar penilaian di dalam menentukan

jawaban serta bagaimana sebaiknya menurut hukum.

b. Membandingkan konsep force majeure antara hukum perdata positif

dan hukum perjanjian syariah, di dalam memperoleh perbedaan

mendasar terkait objek kajian yang diteliti.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari dua aspek, yaitu:

a. Secara teoritis, memberikan sumbangsih maupun rujukan referensi

bagi para peneliti hukum perdata positif dan hukum perjanjian syariah,

lebih-lebih yang mengarahkan penelitiannya pada kontrak

pembiayaan, khususnya bagi para peneliti yang objek kajiannya pada

masalah force majeure.

b. Secara praktis, diharapkan kedepannya dapat dijadikan landasan

hukum bagi para pihak yang bersengketa khususnya mengenai force

majeure, baik dilihat dari aturan yang terkandung dalam hukum

perdata positif maupun hukum perjanjian syariah.
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D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah dilakukan pengkajian terhadap artikel, jurnal,

skripsi maupun tesis yang telah ada, khusus kajian mengenai force majeure

dalam kontrak pembiayaan bank syariah, untuk saat ini penulis belum

menemukan penelitian yang cenderung sama dengan persoalan yang diteliti.

Namun, ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan bahan pertimbangan

sebagai acuan penulis di dalam melakukan penelitian. Hal tersebut terlihat

dari beberapa penelitian yang penulis paparkan sebagai berikut.

Hasil riset yang berjudul mengenai Penjelasan Hukum tentang

Keadaan Memaksa, yang disusun oleh Rahmat S. S. Soemadipradja,6

memberikan penjelasan dan pendalaman mengenai makna/unsur-unsur, ruang

lingkup, dan akibat hukum dari pembatalan/pemutusan perjanjian yang

disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan (force majeure) dan keadaan

memaksa (overmacht) sebagaimana diatur pada pasal 1244 dan 1245

KUHPerdata dengan melakukan penelusuran berbagai pendapat/pandangan

yang menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan, force majeure yang menjadi

objek kajian penulis lebih diarahkan pada kontrak pembiayaan bank syariah,

yang dianalisis menggunakan teori hukum perjanjian syariah dengan

menelusuri aturan force majeure dalam hukum perdata positif maupun

berbagai peraturan perundang-undangan terkait, sehingga dapat dirumuskan

konsep force majeure dalam kontrak pembiayaan bank syariah serta

6Rahmat S,S, Soemadipradja, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa, (Jakarta:
Nasional Legal Reform Program, 2010).
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perbedaan mendasar antara force majeure dalam hukum perjanjian syariah

dan hukum perdata positif.

Berbeda halnya dengan  hasil riset yang disusun oleh Hardianto

Siagian berjudul Overmacht Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,7 yang

menjelaskan perbedaan mengenai konsep overmacht yang ditinjau dari

hukum positf dan hukum Islam. Menurutnya, perbedaan tersebut tidak

terlepas dari latar belakang pembentukan hukum itu sendiri. Akan tetapi,

makna overmacht menurut kedua hukum ini tetap sama yaitu, suatu keadaan

di luar kekuasaan manusia, atau suatu perbuatan yang memaksa atau

memaksakan orang lain berbuat sesuatu yang tidak disenanginya baik

perkataan maupun perbuatan dengan ancaman hendak dibunuh, dianiaya,

dipenjara, dirusak hartanya dan disiksa. Walaupun hasil riset tersebut

menjelaskan perbedaan konsep overmacht layaknya penelitian yang penulis

teliti, namun objek kajian penulis lebih mengkhususkannya pada persoalan

force majeure dalam kontrak pembiayaan bank syariah dengan melakukan

penelusuran terhadap berbagai aturan serta kasus-kasus rill yang secara

langsung berhubungan dengan objek kajian.

Begitupun dengan hasil riset yang disusun oleh Rezki Amelia

Hardianingtias dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht

dalam Perjanjian Pemborongan, (Studi Kasus di Bukit Mas Binamaju

7Hardianto Siagian, Overmacht Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi
Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997, tidak diterbitkan. dalam
http://digilib.uin-suka.ac.id/4324/1/, diakses tanggal 20 Oktober 2016.
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Multikarsa Surabaya).8 Dalam riset tersebut menjelaskan mengenai teori

overmacht dalam kaitannya dengan perjanjian pemborongan yang ditinjau

dari segi hukum Islam. Dari teori tersebut, dijadikan acuan/dasar dalam

mengkaji praktik yang dilakukan oleh pengusaha Binamaju Multikarsa yang

dalam keadaan overmacht (terjadi kebakaran) dengan kontrak perjanjian

pemborongan. Namun, dalam kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak

klausul mengenai overmacht tidak diperjanjikan sebelumnya. Sehingga,

praktik tersebut menurut analisis Rezki Amelia tidak diperbolehkan karena

dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang melaksanakan pemenuhan

prestasi (pemborong). Pada dasarnya, kajian dalam hasil riset tersebut hampir

sama dengan objek kajian penulis, hanya saja penulis lebih menekankan pada

force majeure dalam kontrak pembiayaan bank syariah secara umum tanpa

menkhususkannya pada salah satu kontrak layaknya hasil riset dimaksud.

Dengan melakukan kajian terhadap klausul-klausul force majeure dalam

kontrak pembiayaan yang disepakati oleh para pihak, dan dianalisis

berdasarkan hukum perjanjian syariah serta aturan terkait mengenai force

majeure baik dalam hukum perdata positif maupun peraturan perundang-

undangan.

E. Kerangka Teoretik

Perjanjian mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia

merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian. Melalui perjanjian

8Rizki Amelia Hardianingtias, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht dalam
Perjanjian Pemborongan, (Studi Kasus di Bukit Mas Binamaju Multikarsa Surabaya), Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, tidak diterbitkan, dalam
digilib.uinsby.ac.id/789/, diakses tanggal 20 Oktober 2016.
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seoarang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan

bersama, dan melalui perjanjian berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat

dijalankan. Perjanjian memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan

dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan

jasa orang lain. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan

sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia dalam

mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.  Pernyataan Roscoe Pound

sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Anwar mengenai abad pertengahan

di mana sebagian besar kekayaan orang terdiri dari janji-janji dan keuntungan

yang dijanjikan orang lain terhadapnya. Hal tersebut, nampaknya masih tetap

berlaku di zaman modern sekarang.9

Sistem hukum yang mengatur masalah perjanjian dalam kontek

Indonesia terdapat tiga macam, yaitu Hukum Adat, Hukum Perdata Barat

(KUHPerdata), dan Hukum Islam. Prinsip utama dari hukum perjanjian

menurut KUHPerdata adalah prinsip kebebasan berkontrak (freedom of

contract principle). Hal  ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 Jo Pasal

1320 KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa segala

perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti undang-undang bagi para

pihak yang mengadakannya (asas pacta sunt servanda). Sedangkan

keabsahan dari perjanjian tersebut didasarkan pada dipenuhinya syarat sahnya

perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1320

KUHPerdata yang intinya menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian

9Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat, Ed. 1, 2. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. xiii
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diperlukan adanya kesepakatan di antara para pihak, adanya kecakapan

bertindak secara hukum, adanya objek tertentu, dan sebab/kausa yang halal.10

Perjanjian yang sah juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak

berupa kewajiban untuk melaksanakannya dengan itikad baik (in good faith).

Sedangkan apabila keempat syarat tersebut tidak dipenuhi, maka konsekuensi

yuridis dari perjanjian adalah batal, baik batal demi hukum (null and void)

dalam hal syarat obyektif tidak dipenuhi, maupun dapat dibatalkan (voidable)

dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi.11

Hukum Islam mengistilahkan perjanjian dengan sebutan akad, yang

merupakan pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak

atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.12 Hal

tersebut, mengindikasikan bahwa perjanjian merupakan perjanjian kedua

belah pihak yang bertujuan untuk mengikatkan diri terhadap perbuatan yang

akan dilakukan dalam hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai

diberlakukan.13

Akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukan adanya

kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh

kedua belah pihak dan harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa

seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru

dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat

10Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; (Konsep, Regulasi, dan
Implementasi), cet. ke-1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 1-2

11Ibid., hlm. 2
12Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian…, hlm. 68
13Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam…, hlm. 23
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Islam. Dengan adanya ijab dan qabul yang didasarkan pada ketentuan syariat,

maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada obyek perikatan,

yaitu terjadinya perpindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan

seterusnya.14

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam mempunyai

dua macam konsekuensi yuridis. 1. bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh

para pihak dengan sukarela dan itikad baik. Dalam hal perjanjian tidak

dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadi wanprestasi, maka

memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dan/atau

memutuskan perjanjian melalui pengadilan. 2. bahwa perjanjian yang

diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan mendapatkan sanksi dari

Allahl diakhirat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat

oleh seorang muslim mempunyai implikasi baik di dunia maupun di akhirat

nanti.15

Berangkat dari pemaparan di atas, pada dasarnya berlaku untuk semua

manusia, namun tidak semua orang bisa melaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum perdata postif maupun hukum

perjanjian syariah. Hal ini timbul karena adanya kemungkinan terhadap

bahaya atau bencana yang muncul dan pada akhirnya menimbulkan kerugian

bagi para pihak baik yang bersifat materill maupun non materill. Dengan kata

lain, manusia akan menghadapi segala kemungkinan terhadap kehilangan

obyek yang diperjanjikan.

14Ibid.
15Ibid., hlm. 31
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Adanya kemungkinan bahaya yang timbul dalam perjanjian yang

mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya dalam

hukum perdata positif diistilahkan dengan keadaan memaksa (force majeure).

Pasal 1243 KUH Perdata, merumuskan bahwa debitur (pihak yang

menunaikan prestasi/si berhutang) yang terlambat atau lalai melaksanakan

kewajiban terhadap prestasi yang diperjanjikan dan hal itu menimbulkan

kerugian kepada pihak kreditur (pihak yang berhak atas prestasi/si

berpiutang), maka tidak mewajibkan debitur membayar ganti kerugian jika ia

dapat membuktikan bahwa hal itu terjadi  di luar kesalahannya. Tetapi, meski

semata-mata oleh sebab keadaan yang datang di luar kemampuan

perhitungannya.

Force majeure merupakan suatu keadaan di mana tidak terlaksananya

apa yang diperjanjikan karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga,

dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang

timbul di luar dugaan tersebut.16 Seperti, gempa bumi, tanah longsor, banjir,

guntur, kebakaran, perang, pemogokan, pemberontakan, kenaikan harga dan

lain-lain.17 Bertitik Tolak dari ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata, telah

dirumuskan apa yang menjadi akibat suatu force majeure, yaitu

menghapuskan atau meniadakan kewajiban debitur membayar ganti

rugi/schadevergoeding.

16Rahmat S,S, Soemadipradja, Penjelasan Hukum…, hlm. 72
17Ibid., hlm. 77, lihat juga Pasal 38 Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hlm.
35
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Force majeure jika dihubungkan dengan tujuan perjanjian, tentu

bukan hanya kewajiban ganti rugi saja yang hapus. Melainkan, tujuan

perjanjian pada asasnya dan melaksanakan pemenuhan/nakoming prestasi

yang menjadi objek perjanjian. Jika, force majeure dikaitkan dengan

pemenuhan prestasi, berarti debitur yang sedang dalam keadaan memaksa,

adalah debitur berada dalam keadaan imposibilitas (tidak mungkin) dan

difficultas (sulit) melaksanakan pemenuhan prestasi. Dan secara tidak

langsung membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan

prestasi selama dia masih dalam keadaan force majeure. Sehingga kreditur

tidak dapat menuntut pelaksanaan pemenuhan prestasi, apabila keadaan force

majeure telah lenyap, barulah kreditur dapat meminta pemenuhan, dan

debitur wajib memenuhinya. Kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya jika

barang yang menjadi objek prestasi merupakan barang yang tidak bisa diganti

dan musnah seluruhnya. Tentu tidak ada kekuatan hukum yang dapat

memaksa debitur melakukan pemenuhan prestasi.18

Sementara itu, dalam hukum Islam termasuk fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berkaitan dengan aturan

mengenai force majeure belum ada aturan fiqh yang spesifik sebagaimana

yang dimaksudkan dalam KUHPerdata. Sehingga, force majeure sangat perlu

dipandang dari segi hukum perjanjian syariah yang nantinya dapat dijadikan

sebuah dasar/aturan yang spesifik bagi para pihak yang berakad.

18M Yahya Harahap, Segi-segi  Hukum…, hlm. 95
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F. Metode Penelitian

Berangkat dari pemaparan di atas, tentunya dalam menyusun dan

menemukan persoalan yang diteliti, perlu adanya sebuah metode penelitian.

Adapun metode yang diterapkan dalam merumuskan persoalan tersebut,

adalah:

1. Jenis Penelitian

Terhadap  permasalahan yang ada maka cara di dalam

memecahkan persoalan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian

kepustakaan (library research) yang merupakan penelitian dengan

mengumpulkan data-data dan digali berlandaskan dari sumber literatur

atau tulisan seperti, media cetak, media elektronik, media internet dan

lain-lain.19 Data-data tersebut didapatkan dari bahan-bahan hukum

berkaitan dengan force majeure khususnya dalam kontrak pembiayaan

bank syariah, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas

mengenai objek penelitian yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan pemaparan di atas, pendekatan dimaksudkan

dalam library research merupakan bahan untuk mengawali dasar sudut

pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan

analisis.20 Sehingga, dalam penelitian ini penulis cenderung

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan

19Sanapiah Faesal, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi (Malang: Yayasan
Asih Asah Asuh (YA3), 1990), hlm. 35

20Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184
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pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-

undangan (statute approach) merupakan pendekatan yang dilakukan

terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan force majeure.

Seperti, KUHPerdata dan lain-lain. Sedangkan Pendekatan Konsep

(conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep

tentang force majeure baik diatur dalam KUHPerdata maupun dalam

kontrak pembiayaan bank syariah.21

Penelitian ini bersifat normatif, yang merupakan suatu proses

untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang

dihadapi, dengan cara meneliti bahan kepustakaan22 yang didapatkan dari

bahan-bahan hukum berkaitan dengan force majeure serta penelusuran

melalui media internet.  Tujuanya untuk memberikan argumentasi hukum

terkait dengan force majeure dalam kontrak pembiayaan bank syariah

yang nantinya dapat dijadikan dasar bagi para pihak di dalam menyusun

sebuah kontrak pembiayaan, sehingga para pihak khususnya pihak yang

dalam keadaan force majeure tidak dirugikan sepenuhnya.

4. Bahan Hukum

Bahan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yang disebut

material. Sistem hukum dianggap telah mempunyai material/bahan,

21Johnny Ibrahim, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia
Publising, 2007), hlm. 300, lihat juga Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, Dualisme
Penelitian…, hlm. 185-187

22Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian…, hlm. 34

3. Sifat Penelitian
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sehingga tidak perlu dicari keluar dari sistem norma. Bahan digunakan

untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian

hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan (termasuk wawancara

dengan narasumber).23 Sehingga, di dalam menyusun penelitian ini bahan

hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan non hukum. Bahan

hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan

perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi

Negara,24 yang dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan

hukum yang berguna dalam menentukan jawaban atas persoalan yang

menjadi objek penelitian secara tepat. Sehubungan dengan hal tersebut,

yang menjadi bahan hukum di dalam mengkaji force majeure dalam

kontrak pembiayaan, di antaranya adalah;

a. Kontrak pembiayaan bank syariah yang secara langsung berkaitan

dengan objek kajian;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

d. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek kajian.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas

buku atau jurnal hukum yang yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar

(asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian

23Ibid., hlm. 42
24Ibid., hlm. 42-43 lihat juga, Johnny Ibrahim, Teori, Metode dan Penelitian…, hlm. 392
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hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum,25 yang menjadi referensi

tambahan, di dalam mengkaji force majeure dalam kontrak pembiayaan

bank syariah. Adapun bahan non hukum, merupakan bahan penelitian

yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian

seperti, buku pembiayaan bank syariah, buku bank syariah secara umum,

buku ekonomi syariah, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum. Bahan ini

menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.26

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan

sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini

pengumpulan/pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melakukan

seleksi bahan hukum, kemudian diklasifikasi menurut penggolongan

bahan hukum dengan menyusun datanya secara sistematis yang

dilakukan secara logis, artinya ada hubungan/keterkaitan antara bahan

hukum yang satu dengan lainnya sehingga mendapatkan suatu gambaran

umum27 terkait dengan konsep force majeure dalam kontrak pembiayaan

bank syariah.

6. Analisis Data

Secara sederhana analisis data merupakan kegiatan memberikan

telaah, yang berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau

memberi komentar yang kemudian membuat suatu kesimpulan hasil

25Ibid., lihat juga Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2010), hlm. 181

26Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian…, hlm. 43
27 Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian…, hlm. 181
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penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori sebagaimana

dikuasai.28 Adapun analisis data yang dilakukan dalam menelaah

persoalan force majeure dalam kontrak pembiayaan bank syariah lebih

cenderung menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu, peneliti

dalam menganalisis berkeinginan menggambarkan/memaparkan29 secara

jelas mengenai konsep force majeure dalam kontrak pembiayaan bank

syariah, tujuannya dapat memberikan argumentasi hukum sebagai dasar

penilaian di dalam menentukan jawaban serta bagaimana sebaiknya

persoalan tersebut menurut hukum. Beranjak dari proses tersebut, peneliti

secara langsung akan membandingkan konsep force majeure antara

hukum perdata positif dengan hukum perjanjian syariah, yang pada

akhirnya dapat diperoleh perbedaan mendasar terkait dengan objek

penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pada dasarnya, penelitian ini terbagi dalam lima bab yang

memaparkan kerangka isi dan alur logis penulisan yang disertai dengan

argumentasi mengenai tata urutan pada bagian-bagian penelitian, dengan

penjelasan sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang mana merupakan pengantar dari

keseluruhan penulisan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah,

28Ibid., hlm. 183, lihat juga Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed.
Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 248

29Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet. ke-5, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2013), hlm. 3
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Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika

Penulisan.

Bab Kedua, memuat uraian secara konsepsional mengenai tinjauan umum

tentang perjanjian (akad) dalam hukum perjanjian syariah, baik dari definisi

operasional, dasar hukum, rukun syarat sah perjanjian, berakhirnya akad serta

force majeure berdasarkan hukum perdata positif dan hukum perjanjian

syariah.

Bab Ketiga, pada dasarnya hampir mirip dengan bab kedua, hanya saja pada

bab ini lebih khusus meninjau masalah force majeure dalam kontrak

pembiayaan bank syariah.

Bab Kempat, merupakan pokok pembahasan dari permasalahan penelitian,

yang memaparkan hasil análisis dari konsep force majeure dalam kontrak

pembiayaan bank syariah, baik kewajiban pembuktian maupun dari segi

proses penyelesaian force majeure. Sehingga, dari pemaparan tersebut dapat

diketahui secara langsung perbandingan konsep force majeure dalam hukum

perdata positif dan hukum perjanjian syariah.

Bab Kelima, merupakan bab akhir dari keseluruhan penulisan ini yang berisi

kesimpulan dari hasil kegiatan penelitian mengenai permasalahan yang

diangkat dengan menggunakan metode-metode yang telah disebutkan. Bab ini

juga menyertakan saran-saran yang mungkin diperlukan bagi penelitian.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan penjelasan yang dipaparkan secara panjang lebar

mengenai force majeure dalam kontrak pembiayaan bank syariah, maka dapat

disimpulkan beberapa point penting terkait dengan persoalan yang menjadi

rumusan masalah pada penelitian ini. Hal tersebut dapat disimpulkan di

bawah ini:

1. Konsep force majeure dalam kontrak pembiayaan bank syariah, terbagi

dalam beberapa aspek, yaitu:

a. Force Majeure dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah

Force majeure dalam kontrak pembiayaan bank syariah lebih

tepatnya didasarkan pada aturan keadaan memaksa (darurat/force

majeure) dalam KHES, sebab syarat-syarat keadaan memaksa

sebagaimana dipaparkan sebelumnya sangat sesuai dengan unsur-

unsur terjadinya force majeure yang disimpulkan dari berbagai

peraturan perundang-undangan dan beberapa kontrak perjanjian.

Sehingga, sangatlah tidak ideal apabila KHES sebagai kumpulan

aturan hukum mengenai ekonomi syariah yang salah satu babnya

menjelaskan secara khusus tentang akad dan menjadi dasar

pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama di dalam

memutuskan perkara, tidak digunakan oleh para pihak sebagai acuan

dalam menyusun akad pembiayaan.
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b. Kewajiban Pembuktian Force Majeure dalam Kontrak Pembiayaan

Bank Syariah

Kejadian force majeure yang secara umum diketahui

masyarakat luas, menurut penulis tidak harus dibuktikan seperti yang

tercantum pada ketentuan-ketentuan di atas, karena secara tidak

langsung peristiwa tersebut dialami oleh banyak orang seperti

halnya, gempa bumi di Aceh dan Banjir Bandang di Bima NTB.

Sehingga, tidak perlu ada pembuktian mengenai adanya kejadian

force majeure. Pembuktian dimaksud lebih tepatnya diperuntukan

bagi para pihak, dalam hal kejadiannya dialami dan diketahui secara

langsung oleh pihak yang mengalami force majeure, seperti

kecelakaan lalu lintas, kebakaran dan lain-lain.

c. Penyelesaian Sengketa Force Majeure dalam Kontrak Pembiayaan

Bank Syariah

Penyelesaian persoalan force majeure dengan jalan para

pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan akad

(perjanjian), lebih tepatnya diarahkan pada para pihak yang

mengadakan perjanjian (salah satu pihak dalam keadaan memaksa

(force majeuere)). Namun, jika kejadian force majeure ini dialami

oleh sebagian nasabah perbankan syariah, maka upaya musyawarah

untuk mufakat sangat dibutuhkan dalam meyelesaikan persoalan

force majeure yang terjadi, dengan melakukan kunjungan

silaturrahim ke rumah ataupun lokasi usaha nasabah yang bertujuan
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untuk observasi dan identifikasi terkait sebab terjadinya pembiayaan

bermasalah.

d. Asuransi Sebagai Upaya Penanganan Force Majeure dalam Kontrak

Pembiayaan Bank Syariah

Upaya yang paling tepat di dalam menyelesaikan persoalan

force majeure agar terhindar dari perselisihan yang dapat

menimbulkan kurangnya kepercayaan nasabah terhadap prinsip-

prinsip syariah, yaitu pembayaran premi serta biaya asuransi

ditanggung oleh bank, layaknya pihak bank mengharuskan barang

jaminan nasabah diasuransikan di dalam mengatasi resiko yang

terjadi dikemudian hari.

2. Perbedaan konsep force majeure dalam hukum perdata positif dan hukum

perjanjian syariah, setalah dilakukan penelaahan dari teori-teori force

majeure melahirkan beberapa perbedaan, yaitu:

a. Dilihat dari segi objek pembahasan;

b. Dilihat dari segi ruang lingkup;

c. Dilihat dari segi dasar hukum;

d. Dilihat dari segi syarat-syarat;

e. Dilihat dari segi pembebanan risiko.

Perbedaan mendasar dari kelima bagian tersebut, menjelaskan

bahwa force majeure dalam hukum perdata positif hanya mengkhususkan

penjelasannya tentang Kontrak/Perajanjian tanpa mencampur

adukkannya dengan hal lainnya. Sedangkan aḍ-ḍarurah (keadaan
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memaksa) dalam hukum perjanjian syariah bersifat umum artinya aḍ-

ḍarurah tidak hanya memusatkan penjelasannya pada lingkup perjanjian

melainkan pada semua aspek kehidupan manusia yang membahayakan

jiwa, akal, kehormatan/keturunan dan harta.

B. Saran

Diharapkan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI), agar membuat sebuah fatwa yang spesifik menjelaskan tentang

force majeure. Sehingga, para pihak yang mengadakan akad pembiayaan

dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan force majeure sebagaimana

ditetapkan. Akad/kontrak pembiayaan dalam perbankan syariah tidak

berbeda-beda di dalam menetapkan kejadian force majeure, terutama pada

masalah pembebanan risiko atau penyelesaian sengketa akibat terjadinya

keadaan memaksa (force majeure), yang dapat merugikan nasabah penerima

fasilitas. Namun, apabila ketentuan di atas tidak dapat diwujudkan, maka

diharapkan kepada perbankan syariah agar setiap menyusun sebuah kontrak,

terpenting pada klausul force majeure. Didasarkan pada ketentuan-ketentuan

yang berlaku pada KHES.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1: Terjemahan

TERJEMAHAN

No. Halaman BAB II

1. 22 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada

Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam

pergaulan sesamanya. (QS. al-Mā’idah (5): 1).

2. 23 Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan

jawabnya. (QS. al-Isrā’ (17): 34).

Perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul berdasarkan

ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap

objeknya. (Akad menurut para fuqaha).

3. 24 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di

antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah

orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan

ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada

hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari

orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki,

Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka

yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu

enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan



janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun

besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu,

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.

(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah

penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan

(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau

sewa menyewa dan sebagainya. (QS. al-Baqarah (2): 282)

4. 27 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada

Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam

pergaulan sesamanya. (QS. al-Mā’idah (5): 1).

Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat

(janji-janji) mereka. (Hadis diriwayatkan oleh Sulaiman bin

Daud).

Barangsiapa menjual pohon korma yang sudah dikawinkan,

maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual),

kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain”. (Hadis

diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Umar).

5. 28 Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta

sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta

sesama itu dilakukan) dengan cara tukar-tukar berdasarkan

perizinan timbal balik (kata sepakat) di antara kamu”. (QS.



an-Nisā’ (4): 29)

Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari

mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan, consent),

maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai suatu yang

sedap lagi baik akibatnya. (QS. an-Nisā’ (4): 4)

Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat. (Hadis

diriwayatkan oleh Sa’ad bin Malik bin Sinan bin ‘Ubaid).

6. 29 Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan

jawabnya. (QS. al-Isrā’ (17): 34)

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada

Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam

pergaulan sesamanya. (QS. al-Mā’idah (5): 1).

Janji itu adalah utang. (Hadis diriwayatkan oleh ‘Ali bin Abi

Thâlib dan ‘Abdullah bin Mas’ud)

Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat

(janji-janji) mereka. (Hadis diriwayatkan oleh Sulaiman bin

Daud).

7. 31 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya,... (QS. an-Nisa (4): 58)

…Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku

adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa… (QS. al-

Mā’idah (5): 8)

8. 61 …Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja

berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang, (QS. al-Mā’idah (5): 3)

Kondisi darurat itu membolehkan yang dilarang. (Kaidah

Fikih)

…tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya)



sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)

melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya… (QS. al-

Baqarah (2): 173)

9. 62 Segala sesuatu yang diperbolehkan sebab kondisi darurat,

maka diukur sesuai kebutuhannya/kadar. (Kaidah Fikih)

Kemudlorotan-kemudlorotan itu membolehkan yang dilarang.

(Kaidah Fikih)

10. 63 Apa yang diizinkan karena udzur, hilang keizinan itu sebab

hilangnya udzur. (Kaidah Fikih)

11. 69 …tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya)

sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)

melampaui batas…, (QS. al-Baqarah (2): 173)













































































Lampiran 4: Klausul Force Majeure dalam Akad Pembiayaan Bank Muamalat
Indonesia.

PASAL 22
FORCE MAJEURE

1) Keadaan Kahar (Force Majeure) yaitu   peristiwa-peristiwa yang disebabkan
oleh bencana alam, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, epidemik,
sabotase,  peperangan, pemogokan, kebijakan pemerintah atau sebab lain
diluar kekuasaan NASABAH dan BANK

2) Dalam  hal terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), maka Pihak  yang
terkena akibat langsung dari Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut wajib
memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari
Kepolisian/Instansi yang berwenang kepada Pihak lainnya mengenai
peristiwa  Keadaan Kahar (Force   Majeure)   tersebut   dalam   waktu
selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari Kerja terhitung sejak tanggal
Keadaan Kahar (Force Majeure) ditetapkan.

3) Keterlambatan atau kelalaian Para Pihak  untuk  memberitahukan adanya
Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut mengakibatkan tidak diakuinya
peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar (Force Majeure) oleh Pihak lain

4) Segala dan tiap-tiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Keadaan
Kahar (Force Majeure) akan diselesaikan oleh NASABAH dan BANK secara
musyawarah untuk mufakat.  Hal tersebut tanpa mengurangi hak- hak BANK
sebagaimana diatur dalam Akad ini.



Lampiran 5: Klausul Force Majeure dalam Akad Pembiayaan BNI Syariah.

PASAL 17
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1) para pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad ini, baik
sebagian maupun keseluruhan apabila kegagalan atau keterlambatan
melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan keadaan memaksa (force
majeure);

2) yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah sesuatu
peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan salah
satu atau Para Pihak, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak
dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan
ketentuan dalam perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada
kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru-hara, malapetaka,
pemogokan, epidemi, dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah atau
penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan
pelaksanaan Perjanjian;

3) dalam terjadi keadaan memaksa (force majeure), pihak yang mengalami
peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (force majeure)
wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Pihak yang
lainnya, dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi
yang berwenang mengenai terjadinya keadaan memaksa (force majeure)
tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak
terjadinya keadaan memaksa (force majeure) tersebut;

4) bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya
pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang
menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah
disetujui oleh pihak tersebut;

5) setalah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (force majeure),
pihak yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib segera
melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda.







































Lampiran 9: Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

SERTIFIKAT ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA
(Wakalah)

Bahwa pemegang sertifikat (selanjutnya disebut "Peserta") yang namanya
tercantum dalam skema pengelolaan risiko kendaraan bermotor dan/atau dokumen
lain, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini mengajukan
permohonan kepada pengelola (selanjutnya disebut "Perusahaan") untuk
berpartisipasi dalam skema pengelolaan risiko kendaraan bermotor dan/atas dasar
pembayaran kontribusi dari peserta berdasarkan ketentuan-ketentuan, persyaratan-
persyaratan, pengecualian-pengecualian yang tertera dalam dan/atau diletakkan
dan/ atau dilampirkan pada sertifikat ini.

BAB I
RISIKO YANG DIJAMIN

PASAL I
Kerugian atau Kerusakan Kendaraan Bermotor

Peserta memberikan ganti rugi kepada Peserta terhadap:
(1) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertang- gungkan yang

disebabkan oleh :
(1.1) tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat

dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab
lainnya dari kendaraan bermotor bersangkutan;

(1.2) perbuatan jahat orang lain;
(1.3) pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti

dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang
dan/atau kendaraan bermotor yang diikutsertakan dengan tujuan
mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan
kendaraan bermotor yang diikutsertakan dalam sertifikat ini;

(1.4) kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain
yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang
diikutsertakan, atau karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan
untuk menahan atau memadamkan kebakaran; demikian juga karena
dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor yang
diikutsertakan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan
menjalarnya kebakaran itu;

(1.5) sambaran petir.
(2) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam

Bab I, Pasal 1, ayat 1 butir (1.1), (1.2), (1.3), (1.4) dan (1.5) dan sebab-sebab
lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain
yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

(3) Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan
kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan

(4) Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Peserta untuk penjagaan atau
pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi
kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis, se- tinggi-tingginya



sebesar setengah persen (0,5 %) dari jumlah keikutsertaan, tanpa
diperhitungkan dengan risiko sendiri.

PASAL 2
Tanggung Gugat

(Tanggung Jawab Hukum Peserta terhadap Pihak Ketiga)
Perusahaan memberikan penggantian kepada Peserta atas :

(1) Tanggung gugat peserta terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak
ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang
diikutsertakan dalam pengelolaan risiko ini, baik yang diselesaikan melalui
musyawarah maupun melalui pengadilan, kedua- duanya yang mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari perusahaan, setinggi-tingginya sejumlah yang
tercantum dalam ikhtisar Keikutsertaan yang meliputi
(1.1) kerusakan atas harta benda;
(1.2) cedera badan atau kematian.

(2) Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung-
gugat peserta yang telah terlebih dahulu disetujui oleh perusahaan secara
tertulis.

BAB II
RISIKO YANG TIDAK DIJAMIN

PASAL 3
Perusahaan tidak memberikan ganti rugi terhadap:

(1) Kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian
keuangan lainnya yang diderita peserta sebagai akibat tidak dapat
dipergunakannya kendaraan bermotor yang diikutsertakan tersebut karena
suatu kecelakaan atau sebab lain.

(2) Kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak disebut- kan dalam
ikhtisar sertifikat ini sebagai akibat suatu kecelakaan atau sebab lain.

(3) Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang diikutsertakan baik
sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat penggclapan.

(4) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang diikutsertakan sebagai
akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh peserta, suami atau istri atau anak
peserta, orang yang disuruh peserta, orang yang bekerja pada peserta, orang
yang sepengetahuan atau seizin peserta / orang yang bekerja pada peserta atau
orang yang tinggal bersama peserta.

(5) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang diikutsertakan disebabkan
karena:
(5.1) kendaraan bermotor tersebut dipergunakan untuk menarik atau

mendorong kendaraan lain, untuk turut serta dalam perlombaan
kecakapan atau perlombaan kecepatan, untuk memberi pelajar- an
mengemudi, menarik suatu trailer, untuk karnaval atau pawai, atau
untuk melakukan tindak kejahatan, atau untuk sesuatu maksud lain
dari yang ditetapkan di dalam sertifikat ini;

(5.2) kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa;



(5.3) kendaraan bermotor tersebut dengan sepengetahuan Peserta, di-
jalankan dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak dapat di-
pertanggungjawabkan secara teknis atau dalam perbaikan;

(5.4) kendaraan bermotor tersebut dikemudikan oleh seseorang yang pada
saat terjadinya kecelakaan tidak memiliki surat izin me- ngemudi
(SIM) yang sah atau yang oleh seorang yang berada di bawah
pengaruh minuman keras atau sesuatu bahan lain yang memabukkan;

(5.5) memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang atau tidak
diperuntukkan untuk kendaraan bermotor yang diikutsertakan dengan
sertifikat ini;

(5.6) barang-barang yang sedang dimuat, ditumpuk, dibongkar atau
diangkut dengan kendaraan bermotor tersebut;

(5.7) reaksi atau radiasi nuklir, pencemaran radio aktif, reaksi inti atom
bagaimana juga terjadinya, apakah terjadi di dalam mau- pun di luar
kendaraan bermotor yang diikutsertakan.

(6) kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang diikutsertakan baik
langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh
(6.1) gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, banjir,

genangan air atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
(6.2) perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau ke- giatan

yang menyerupai suasana perang (baik dengan pernyata- an perang
maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil
(huru-hara) yang dianggap merupakan bagian atau menjurus pada
pemberontakan umum, pemberontakan militer, pengacauan, terorisme,
penggunaan kekerasan, revolusi, penggunaan kekuatan militer atau
pengambilalihan kekuasaan atau perbuatan seseorang yang bertindak
atas nama atau se- hubungan dengan suatu organisasi dengan
kegiatan-kegiatan yang bertujuan menggulingkan dengan kekerasan
pemerintah yang sah de jure atau de facto;

(6.3) kerusuhan, pemogokan atau gangguan ketertiban umum lain dan
semacamnya.

(7) Kehilangan atau kerusakan di bagian atau material kendaraan bermotor yang
diikutsertakan karena aus, sifat kekurangan sendiri pada bagian itu atau pada
mesinnya disebabkan oleh salah mempergunakan.

(8) Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang secara langsung atau tidak
langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang diikutsertakan berupa :
(8.1) kerusakan harta benda milik atau dalam pengawasan peserta diangkut,

dimuat atau dibongkar dan kendaraan bermotor yang diikutsertakan;
(8.2) kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan-bangunan yang terdapat

di bawah, di atas, atau di samping jalan sebagai akibat dari getaran,
berat kendaraan bermotor, atau muatannya

(9) Cedera badan/kematian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan
oleh kendaraan bermotor yang diikutsertakan terhadap :
(9.1) penumpang di dalam kendaraan bermotor yang diikutsertakan;
(9.2) peserta, suami atau istri dan anak peserta bila peserta adalah

perorangan;



(9.3) pemegang saham atau pengurus bila peserta merupakan C.V.
(commanditaire vennootschap) atau Fa. (firma);

(9.4) pengurus bila peserta adalah badan hukum berbentuk perseroan
terbatas, yayasan atau usaha bersama dan bentuk lainnya;

(9.5) orang yang bekerja pada peserta dengan menerima imbalan jasa;
(9.6) orang yang tinggal bersama peserta
(9.7) hewan milik atau dalam pengawasan peserta, diangkut, dimuat,

dibongkar dari kendaraan bermotor yang diikutsertakan.
BAB III

SYARAT-SYARAT SERTIFIKAT
PASAL 4
Daerah

Keikutsertaan pengelolaan risiko ini semata-mata berlaku di dalam
wilayah negara Republik Indonesia.

PASAL 5
Pembayaran Kontribusi

Kecuali diperjanjikan lain, maka uang kontribusi harus dibayar lunas
terlebih dahulu. Jika kontribusi tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung mulai tanggal permulaan keikutsertaan atau tanggal perpanjangan
keikutsertaan, berlakunya keikutsertaan ini ditunda oleh Perusahaan tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu dan jika sewaktu-waktu terjadi suatu
kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diikutsertakan, Peserta tidak
berhak atas suatu penggantian kerugian. Penundaan tersebut akan berakhir 24 (dua
puluh empat) jam sesudah kontribusi diterima oleh Perusahaan atau keikutsertaan
ini menjadi batal demi hukum apabila kontribusi tidak dibayar setelah lewat 90
(sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal mulai berlakunya keikut-
sertaan. Atas pembatalan ini Perusahaan berhak atas kontribusi untuk jangka
waktu yang sudah berjalan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari kontribusi
setahun.

PASAL 6
Pemberitahuan Kecelakaan

(1) Peserta diwajibkan memberitahukan kecelakaan atau pencurian atas
kendaraan bermotor yang diikutsertakan kepada perusahaan selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian
tersebut.

(2) Pemberitahuan dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan secara tertulis atau
secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis kepada perusahaan.

(3) Dalam hal pencurian atau kerusakan kendaraan bermotor yang diikutsertakan
yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat dijadikan dasar untuk
penuntutan penggantian dari kerugian atau adanya tun- tutan dari pihak ketiga
yang harus dipikul oleh perusahaan, peserta wajib melaporkannya kepada dan
mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya pos polisi (pospol)
setempat



(4) Khusus untuk kerugian total (total loss) akibat pencurian, peserta diwajibkan
melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan dari Polisi Daerah
(Polda) setempat.

PASAL 7
Tuntutan dan Pihak Ketiga

Apabila peserta dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian
atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang diikutsertakan
tersebut, maka:
(1) Peserta wajib memberitahukan kepada perusahaan tentang adanya tuntutan

tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut
diterima.

(2) Peserta harus segera menyerahkan dokumen yang ada sehubungan dengan
tuntutan pihak ketiga tersebut.

(3) Peserta tidak diperbolehkan memberikan janji, keterangan atau melakukan
tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia mengakui tanggung-gugatnya.

(4) Peserta menguasakan kepada perusahaan untuk mengurus tuntutan ganti rugi
pihak ketiga dan apabila diperlukan, peserta diwajibkan memberikan surat
kuasa kepada perusahaan.

PASAL 8
Tuntutan Pidana terhadap Peserta

(1) Apabila terhadap peserta dilakukan tuntutan pidana sehubungan dengan
kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, maka peserta diwajibkan
memberitahukan hal tersebut kepada perusahaan paling lambat dalam 3 (tiga)
hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima oleh Peserta.

(2) Perusahaan berhak untuk menunjuk penasihat hukum dan dalam hal demikian
peserta wajib menggunakannya daiam perkaranya. Biaya bantuan demikian
itu menjadi tanggungan perusahaan.

PASAL 9
Ganti-rugi

Perusahaan akan memberikan ganti rugi kepada peserta atas kerusakan atau
kehilangan kendaraan bermotor yang diikutsertakan berdasarkan harga sebenarnya
sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut atau atas tuntutan
pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko
sendiri (retensi sendiri) yang tercantum dalam ikhtisar skema keikutsertaan
pengelolaan risiko ini dan setelah dikenakan perhitungan pertanggungan di bawah
harga menurut pasal (12) di bawah ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Peserta wajib memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memeriksa

kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas kendaraan
bermotor yang dimaksud.

(2) Perusahaan berhak menentukan pilihannya untuk memperbaiki di bengkel
yang ditunjuk atau disetujuinya, mengganti dengan kendaraan bermotor yang
sama atau mengganti dengan uang.

(3) Peserta berhak mengajukan ketidakpuasannya secara tertulis atas hasil
perbaikan kendaraan bermotor dimaksud oleh bengkel dalam batas waktu 14



(empat belas) hari kalender sejak selesai diperbaiki dan diserahterimakan
kepada peserta apabila bengkel tersebut ditunjuk oleh perusahaan.

Dalam melaksanakan ganti rugi perusahaan akan memperhitung- kannya
dengan kontribusi yang masih terutang untuk masa keikutsertaan yang masih
berjalan atas kendaraan bermotor tersebut.

PASAL 10
Kerugian Total

Kerugian total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya per- baikannya
diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari
harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena
dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya
pencurian atas kendaraan bermotor yang diikutsertakan tersebut.

PASAL 11
Ganti Rugi Keikutsertaan Rangkap

(1) Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang
diikutsertakan dengan Sertifikat ini, di mana kendaraan bermotor tersebut
sudah dijamin pula oleh satu atau lebih dalam pengelolaan risiko lain dan
jumlah segala keikutsertaan itu lebih dari harga kendaraan bermotor yang
dimaksud itu, maka jumlah yang telah diikutsertakan dengan sertifikat ini
dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala pengelolaan
dengan harga yang diikutsertakan, tetapi kontribusi tidak dikurangi atau
dikembalikan.

(2) Ketentuan di atas tetap dijalankan, walaupun segala keikutsertaan
pengelolaan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa sertifikat dan pada
hari yang berlainan, yang tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal sertifikat
ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.

Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan perusahaan,
peserta wajib memberitahukan secara tertulis segala keikutsertaan pengelolaan
risiko lain yang sedang berlaku atas kendaraan bermotor yang sama pada saat
terjadinya kerugian atau kerusakan. Dalam hal Peserta tidak memenuhi
persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

PASAL 12
Jumlah Keikutsertaan di Bawah Harga

Jika kendaraan bermotor yang diikutsertakan pada saat terjadinya kerugian
atau kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam skema pengelolaan risiko
kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih
besar daripada harga keikutsertaan, maka perusahaan akan menggantinya menurut
hitungan dari bagian yang diikutsertakan terhadap bagian yang tidak
diikutsertakan

PASAL 13
Tindakan Pencegahan

Peserta wajib melakukan segala usaha yang patut guna menjaga dan
memelihara kendaraan bermotor itu. Bila terjadi suatu kecelakaan atau kerusakan



pada kendaraan bermotor, kendaraan dimaksud tidak boleh ditinggalkan tanpa
pengamanan yang layak guna menghindari kerusak- an/kerugian selanjutnya.

PASAL 14
Subrogasi

(1) Setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan
yang diikutsertakan dalam sertifikat ini, perusahaan menggantikan peserta
dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan
dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku
dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari peserta.

(2) Peserta bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat
merugikan hak perusahaan terhadap pihak ketiga tersebut.

(3) Kelalaian peserta dalam melaksanakan kewajiban tersebut pada ayat 2 di atas
dapat mengurangi hak peserta untuk mendapatkan ganti rugi dari perusahaan.

PASAL 15
Laporan Tidak Benar

Peserta yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan sertifikat ini,
yang dengan sengaja:
(1) Memperbesar jumlah kerugian yang diderita.
(2) Menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang

sisanya dan menyatakannya sebagai barang-barang yang musnah
(3) Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.
(4) Melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan

kerugian atau kerusakan yang dijamin sertifikat ini.
(5) Melakukan kesalahan atau kelalaian yang sangat melampaui batas sehingga

menimbulkan kerugian dan/atau kerusakan yang sedianya dijamin sertifikat
ini.
Tidak berhak memperoleh ganti rugi.

PASAL 16
Hilangnya Hak Ganti Rugi

(1) Hak Peserta atas ganti rugi berdasarkan sertifikat ini hilang dengan sendirinya
apabila:
(1.1) tidak memenuhi kewajiban berdasarkan sertifikat ini;
(1.2) tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas)

bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan;
(1.3) tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui

upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perusahaan
memberitahukan secara tertulis bahwa Peserta tidak berhak untuk
mendapatkan ganti rugi.

(2) Hak peserta atas ganti rugi yang lebih besar dan yang disetujui perusahaan
akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak perusahaan
memberitahukan secara tertulis, peserta tidak mengajukan keberatan atau
menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.



PASAL 17
Harga Sebenarnya

(1) Harga sebenarnya dari kendaraan bermotor yang diikutsertakan adalah hasil
penjualan yang dapat diperoleh peserta secara penjualan bebas atas kendaraan
bermotor tersebut atau kendaraan bermotor yang sama sesaat sebelum terjadi
kehilangan atau kerusakan.

(2) Harga perlengkapan atau peralatan kendaraan bermotor adalah harga
pembelian di pasar bebas.

(3) Harga perlengkapan atau peralatan yang sudah tidak diperjualbelikan di pasar
bebas, dasar penggantiannya adalah harga yang tercatat ter- akhir dari
pabriknya untuk Indonesia.

PASAL 18
Pemeriksaan

Perusahaan berhak untuk setiap waktu melakukan pemeriksaan atas
kendaraan bermotor yang diikutsertakan di bawah sertifikat ini.

PASAL 19
Berakhirnya Keikutsertaan

(1) Pembatalan Sertifikat
Perusahaan dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan

keikutsertaan ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan
penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat
oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya
di alamat terakhir yang diketahui.

Perusahaan bebas dari segala kewajiban berdasarkan sertifikat ini, 3 (tiga)
hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul
12.00 siang waktu setempat.

Dalam hal peserta yang membatalkan, peserta wajib membayar kontribusi
untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala
kontribusi keikutsertaan jangka pendek; bila hal perusahaan yang membatalkan,
perusahaan wajib mengembalikan kontribusi secara prorata untuk waktu
keikutsertaan yang belum berjalan.
(2) Peralihan Hak Pemilik

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang diikutsertakan
pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena peserta
meninggal dunia, maka sertifikat ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari
kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila perusahaan setuju
melanjutkannya.
(3) Terjadi Total Loss

Keikutsertaan dalam Pengelolaan risiko ini juga akan berakhir dengan
sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilang-
an/'kerusakan seluruhnya (total loss) atau yang dapat dipersamakan dengan itu
tanpa pengembalian kontribusi walaupun keikutsertaannya jangka panjang.
(4) Berakhirnya Jangka Waktu Keikutsertaan



Keikutsertaan pengelolaan risiko ini juga akan berakhir dengan sendirinya
sesudah berakhirnya jangka waktu keikutsertaan menurut sertifikat ini.

PASAL 20
Penyelesaian Sengketa (Arbitrase)

(1) Apabila timbul sengketa antara perusahaan dan peserta sebagai akibat dari
pelaksanaan atau penafsiran perjanjian ini akan diselesaikan melalui
perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh)
hari sejak terjadi sengketa.Sengketa terjadi sejak peserta atau perusahaan
menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang dipersengketakan.
Apabila penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau musyawarah tidak
dapat dicapai, maka peserta atau perusahaan wajib mengajukan usaha
penyelesaian melalui Arbitrase Ad Hoc.

(2) Peserta atau perusahaan sebagai pemohon penyelesaian sengketa melalui
Arbitrase harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks,
faksimile, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada peserta atau
perusahaan sebagai termohon bahwa pemohon menempuh penyelesaian
sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc. Usaha penyelesaian sengketa melalui
Arbitrase Ad Hoc me- niadakan hak peserta dan/atau perusahaan untuk
mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan.

(3) Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter. Peserta dan
perusahaan masing-masing menunjuk seorang arbiter dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua
arbiter tersebut memilih dan menunjuk arbiter ketiga dalam waktu 14
(empat belas) hari setelah penunjukan kedua arbiter tersebut di mana arbiter
ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.

(4) Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan para arbiter dan/atau
kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, peserta dan/atau
perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk
menunjuk para arbiter dan/atau ketua arbiter.

(5) Kematian salah satu pihak tidak membatalkan atau memengaruhi wewenang
atau kuasa yang diberikan kepada arbiter. Dalam hal seorang arbiter
meninggal dunia, maka penggantinya ditunjuk oleh pihak yang menunjuk
arbiter yang meninggal dunia tersebut

(6) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 (se- ratus
delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk.
Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh
Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa
dapat diperpanjang.

(7) Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan
mengikat peserta dan perusahaan. Dalam hal peserta dan/ atau perusahaan
tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara suka- rela, putusan
dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan.

(8) Untuk hal-hal yang belum dan/atau yang tidak diatur dalam pasal ini berlaku
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 30



Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian Sengketa (Pengadilan)
Apabila timbul sengketa antara perusahaan dan peserta sebagai akibat dari

pelaksanaan dan atau penafsiran perjanjian ini akan diselesaikan melalui
perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
sejak terjadi sengketa.

Sengketa terjadi sejak peserta atau perusahaan menyatakan secara tertulis
ketidaksepakatan atas hal yang dipersengketakan.

Apabila penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau musyawarah tidak
dapat dicapai, maka peserta atau perusahaan wajib mengajukan permohonan
usaha penyelesaian melalui pengadilan

PASAL 21
Penutup

Sertifikat ini merupakan ijab dan qabul antara perusahaan dan peserta yang
mengikat kedua belah pihak dalam skema pengelolaan risiko kebakaran,
terkecuali adanya perubahan-perubahan yang disepakati kedua belah pihak akan
diterbitkan endorsement perubahan tersebut.

KLAUSULA AKAD
Perusahaan selaku pengelola risiko menerima akad Wakalah dari peserta

atas pengelolaan kontribusi, yaitu kontribusi bruto yang di- bayarkan oleh peserta
dengan komposisi untuk dana tolong menolong (dana taawun) sebesar……% dan
biaya pengelolaan (ujrah) sebesar………%.

Peserta memberikan ujrah atas surplus operasional dan hasil investasi dari
dana taawun sebesar …..% kepada perusahaan dan sisanya sebesar. . . .% akan
dibagikan secara proporsional kepada seluruh peserta dengan ketentuan :
1. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim

yang sedang diproses sama dengan atau melebihi kontribusi yang telah
dibayarkan atas sertifikat tersebut.

2. Peserta tidak membatalkan perjanjian sertifikat.
3. Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi kewajibannya.
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